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 Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara
iIdeologis maupun secara teritorial;

 Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan
negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai
satu kesatuan tidak terpisahkan;

« Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,;

 Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan
dan berkeadaban dalam hidup beragama.



Tidak/ belum konsisten - koheren -
berkorespondensi dengan dasar -
landasan dari 4 kaidah penuntunnya
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Hukum Kehilangan Orientasi Pada Tujuan Negara —

\ Tujuan Hukum ltu Sendiri

- Hukum kehilangan visi kerakyatan

Hukum Sebagai Komoditi
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Jauh antara das Sollen dengan das Sein

\_ J
Jauh dari tujuan hukum
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Penyebab aparat penegak hukum —
masyarakat dalam hal integritas, moralitas,

VISI-misi, dan orientasi
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|: Barat

Konsep Negara Hukum
Sosialis Komunis
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Konsep Negara
Hukum Barat

Rechtsstaat

The Rule
of Law




Prinsip Negara Hukum Pancasila

Negara Hukum
Yang
Suatu Negara Berkepastian

Kekeluargaan | dan Berkeadilan
Dengan Sifat

Religious

Nation State

Prismatik
Keterpaduan Hukum Basis Hukum
shg Perubahan Masy Nasional didasarkan
dan Cermin Budaya pada Prinsip yang
Masy Netral dan Universal



Negara Hukum Pancasila Harus Sesual dengan
Empat Cita Hukum, yakni:

e N

Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis
maupun teritorial

y
e Mewujudkan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) dan
Kedaulatan Hukum (Nomokrasi) Sekaligus
1=
Mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
_/

e Menciptakan Toleransi Atas Dasar Kemanusiaan dan
Berkeadabandalam Hidup Beragama



Bertujuan Untuk
Men|c|m|n |n|'egl'05l rakyat baik diputuskan melalui
Bangsa Dan Negclra musyawarah mufakat maupun

gqik Secara pemungutan suara dan
|de°|ogis MOUPUI‘I hasilnya dapat diuji

Berdasarkan atas kesepakatan

konsistensinya secara yuridis
dengan rechtsidee

Secara Teritorial

Sistem Hukum

Nasional
Bertujuan Bertujuan
Mewujudkan ;
Kesejahteraan Mewujudkan
Umum dan toleransi Beragama
Keadilan Sosial yang berkeadaban
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